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BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

511 Penerapan Standar kontrak yang diiterapkan pada bank di kota
Gorontalo umumnya sama, di BRI Cab.Gorontalo yakni sabagai sampel
dari seluruh bank yang ada di kota Gorontalo menerapkannya dalam
perjanjian kredit yaitu dalam bentuk akta dibawah tangan dan akta
notaris. Walaupun pada dasarnya perjanjian ini menentukan dan
mengatur hak dan kewajiban para pihak dan dibuat berdasarkan
kesepakatan bersama dibuktikan dengan tanda tangan kedua belah pihak
akan tetapi kedudukan salah satu pihak yaitu debitur (konsumen) tidak
seimbang dalam negosiasi (tawar-menawar) atau tidak adanya pilihan
bagi konsumen maka kedudukan konsumen tidak terlalu menguntungkan
atau bisa jadi dirugikan jika pihak bank memuat klausula baku yang
terlarang. Dan sebaliknya penerapan standar kontrak yang memuat
klausula baku dalam Undang-Undang tidak dilarang bila tidak
mencantumkan apa yang telah menjadi aturan atau ketentuan Pasal 18
Undang-Undang No. 8 tentang Perlindungan Kosumen.

512 Akibat hukum dari penggunaan klausula baku adalah salah satu
pihak dirugikan yaitu nasabah, pihak bank memuat klausula yang
dilarang dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Perlindungan

Konsumen yakni
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mencantumkan aturan baru tanpa sepengetahuan nasabah, Yang
membuat nasabah tersebut merasa dirugikan dan nasabah melaporkan
kepada YLKI Gorontalo karena merasa diberatkan dan di rugikan dengan
klausula ini. Pihak bank mencantumkan Pasal 18 Angka 1 Huruf g yaitu
“Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan
baru, tambahan,lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat
sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa
yang dibelinya”.

5.2 Saran

521 Diharapkan kepada pihak bank khususnya bank yang berada di
kota Gorontalo agar lebih memperhatikan dan mempertimbangkan
kembali jika memuat klausula baku dalam perjanjian kredit, bisa saja
klausula tersebut dapat merugikan konsumen (nasabah Peminjam) karena
sudah jelas larangan pencantuman klausula baku ada pada Undang-
Undang no.8 Tahun 1999. dan bisa menjelaskan lebih detail isi perjanjian
kredit tersebut kepada nasabah peminjam agar tidak terjadi kesalah
pahaman dikemudian hari.

522 Diharapkan juga kepada konsumen untuk lebih memperhatikan
dan memahami isi perjanjian kredit dan menanyakan hal dianggap tidak
jelas dalam perjanjian kredit tesebut, walaupun konsumen dalam keadaan
mendesak atau benar-benar sangat membutuhkan kredit. Karena hal ini
sangat penting untuk mencegah kerugian yang di timbulkan oleh klausula

baku yang merugikan konsumen akibat perjanjian baku tesebut.
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